STANDAR  OPERASIONAL PROSEDUR
( S O P ) 
KELURAHAN WINONGO
KECAMATAN  MANGUHARJO

KOTA MADIUN

TAHUN 2017
[image: image2.png]




KELURAHAN WINONGO
KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA  MADIUN

Jl. Gajah Mada No. 22 Madiun, Kode Pos : 63126 Jawa Timur

Telephone :  (0351) 492 587
LEMBAR PENGESAHAN 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
KELURAHAN WINONGO
KECAMATAN  MANGUHARJO KOTA MADIUN
Madiun,        Maret 2017
LURAH WINONGO
SUDRADJAT SUDIONO,S.Sos
Penata Tk. I 
NIP. 19610127 198403 1 009
KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Kerja Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Tahun 2017 ini dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang ada.

Dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur ini untuk memberikan gambaran umum tentang tugas pokok dan fungsi pegawai juga terhadap sebagian kewenangan yang telah dilimpahkan pada Kelurahan Winongo sebagai upaya kontribusi, referensi dasar dan kerangka acuan dalam melaksanakannya. Dengan harapan dapat dijadikan bahan yang berguna untuk perumusan kebijakan oleh pemerintah daerah yang lebih terarah serta tepat sasaran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dilaksanakan oleh Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.
Selanjutnya apabila dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahannya, maka kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang bermanfaat sebagai upaya perbaikan (konstruktif) agar penyusunannya yang akan datang menjadi lebih baik. 
Demikian semoga apa yang telah kita laksanakan ini senantiasa mendapat petunjuk dan ridho dari Allah SWT,  Amin.

Madiun,       Maret  2017
LURAH WINONGO
SUDRADJAT SUDIONO,S.Sos
Penata Tk. I 
NIP. 19610127 198403 1 009
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KEPUTUSAN LURAH WINONGO KOTA MADIUN 

NOMOR : 060-401.402.2/ 25 /2017
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

 KELURAHAN WINONGO  KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

LURAH WINONGO,

	Menimbang
	:
	a.
	bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar  Operasional Prosedur atau Standar Prosedur Tetap ;

	
	
	b.
	bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu mengatur Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur atau Standar Prosedur Tetap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

	
	
	
	

	Mengingat
	:
	1.
	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

	
	
	2.
	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;

	
	
	3.
	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;

	
	
	4.
	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur ;

	
	
	5.
	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;

	
	
	6.
	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada SKPD/ BUMD dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur ;

	
	
	7.
	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;

	
	
	8.
	Peraturan Walikota Madiun Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Walikota kepada Camat dan Lurah ;
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	9.
	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ; 

	
	
	10.
	Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan. 



MEMUTUSKAN :
	Menetapkan
	:
	


	PERTAMA
	:
	Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Kelurahan  Winongo sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini.


	KEDUA
	:
	Standar Operasional Prosedur Kelurahan Winongo sebagaimana dalam Diktum PERTAMA  meliputi :

	
	
	1. Standar Operasional Prosedur Seksi Pemerintahan ;

	
	
	2. Standar Operasional Prosedur Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial ;

	
	
	3. Standar Operasional Prosedur Seksi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

	KETIGA
	:
	Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Kelurahan Winongo.


	KEEMPAT
	:
	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


	
	Ditetapkan  di :  M A D I U N
pada  tanggal :   15  Maret 2017                     

	
	LURAH WINONGO
SUDRADJAT SUDIONO,S.Sos
Penata Tk. I 
NIP. 19610127 198403 1009


	
	LAMPIRAN :
	KEPUTUSAN LURAH WINONGO

	
	
	NOMOR
	: 060-401.402.2/ 25 /2017

	
	
	TANGGAL
	:  15   Maret 2017


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KELURAHAN WINONGO KOTA MADIUN

A. PENDAHULUAN

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Madiun dalam wilayah kerja dibawah Walikota Madiun melalui Camat. Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 yakni Kelurahan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Lurah, yang menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kelurahan bertugas mengkoordinasikan pemerintahan atau lembaga kemasyarakatan di wilayah Kelurahan dengan upaya mengutamakan kepentingan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik guna mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan program-program pemerintah, baik pemerintan Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu kelurahan sebagai ujung tombak terhadap keberhasilan pembangunan dan pelayanan masyarakat dilingkup wilayah kerjanya.

Tugas dan fungsinya kelurahan selain melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai Peraturan Walikota Madiun Nomor 24 Tahun 2010 yang merupakan karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah, yang utama adalah pelayanan kepada masyarakat (public service) diharapkan aparat kelurahan selalu siap, sigap dan mampu dalam melayani masyarakat secara optimal. Selanjutnya diharapkan aparat kelurahan mampu menggerakkan prakarsa dan partisipasi aktif terhadap masyarakat dalam pembangunan, upaya menampung usulan / pendapat, kreatifitas  dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat serta mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul / terjadi di masyarakat dengan cara yang baik, selain itu diharapkan pula mampu untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan kelurahan secara efisien, efektif, kreatif  dan  bertanggung jawab.
Sebagai upaya Public Service tersebut diimplementasikan dalam bentuk membangun pemberdayaan dan mengkoordinir terhadap aparat kelurahan, tokoh masyarakat dan masyarakat guna mendukung terciptanya pelayanan yang memuaskan (customer satisfaction) secara transparan, adil serta memberikan kepastian hukum (rule of law) sesuai pedoman dan prinsip karakteristik dan kebutuhan terhadap penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance).

Sehubungan dengan hal tersebut maka pelaksanaan tugas dan fungsi di Kelurahan Winongo  sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016. Kelurahan dipimpin oleh Lurah (eselon IVa) dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di Bidang Pemerintahan yang disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. Adapun pelimpahan urusan pemerintahan disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil. Sedangkan fungsi Lurah adalah sebagai perencana, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan teknis diwilayah Kelurahan, penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kelurahan, Pembina kerukunan, ketentraman dan ketertiban umum, pelaksana pemberdayaan masyarakat, pelaksana pembinaan lembaga kemasyarakatan dan pemelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya. 
Kelurahan Winongo merupakan salah satu Kelurahan di wilayah Kecamatan Manguharjo. Jarak antara Kelurahan dengan Pusat Kota Madiun adalah 1 Km sedangkan dengan pusat Kecamatan adalah 0,50 Km. Kelurahan Winongo memiliki luas wilayah 200 Ha. Kelurahan Winongo memiliki batas wilayah sebagai berikut :

· Sebelah Utara
: Kelurahan Sogaten.Kel Ngegong
· Sebelah Selatan
: Kelurahan Manguharjo
· Sebelah Timur
: Kelurahan Madiun Lor
· Sebelah Barat
: Desa Grobogan 
Secara topografis, Kelurahan Winongo merupakan dataran sedang dengan permukaan wilayah Kota Madiun berada pada ketinggian rata-rata 62 meter diatas permukaan laut. Suhu rata-rata berkisar antara 20-35 °C dengan curah hujan sebesar 200 mm. 

PETA KELURAHAN  WINONGO
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KELURAHAN WINONGO TERDIRI DARI 37 RT DAN 11 RW

Menurut luas wilayah Kelurahan  Winongo adalah 200 ha dengan perincian peruntukan lahan sebagai berikut  :

	NO.
	PERUNTUKAN LAHAN
	LUAS WILAYAH
( ha )
	PROSENTASE
( % )

	1.
	Jalan
	5,00
	

	2.
	Fasilitas Umum
	76,20
	

	3.
	Sawah dan Ladang
	35,00
	

	4.
	Pemukiman
	86,50
	

	5.
	Kuburan / Tanah Makam
	1,00
	

	6.
	Perkantoran
	1,30
	

	7.
	Lain-lain 
	
	


Jumlah dan struktur penduduk Kelurahan Winongo menurut data yang dihimpun sampai dengan akhir Bulan Maret Tahun 2017 adalah 7,602 jiwa yang terdiri dari Warga Negara Indonesia ( WNI ) terdiri dari 3,674 jiwa laki-laki dan 3,928 jiwa perempuan. Sedangkan penduduk Warga Negara Asing ( WNA ) yaitu 0 jiwa laki-laki dan 0 jiwa perempuan, sehingga Jumlah penduduk Kelurahan Winongo Kecamatan  Manguharjo secara keseluruhan baik itu WNI dan WNA adalah 3,674 jiwa laki-laki dan 3,928 jiwa perempuan Jumlah keseluruhan adalah 7,602 jiwa.
Kelurahan Winongo mempunyai rencana strategis yang diwujudkan dalam visi, misi dan motto Kelurahan yang merupakan makna yang penting guna menunjang peningkatan pembangunan dan percepatan pelayanan di masyarakat Kelurahan Winongo, yakni :

a.  Visi

Adapun visi dari Kelurahan Winongo  adalah :

“Terwujudnya Peningkatan Pelayanan dan Kesadaran Hukum serta Peran Masyarakat Dalam Pembangunan ”.
Adapun pernyataan Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan, mengandung arti yaitu Aparatur Kelurahan Winongo Kecamatan  Manguharjo yang mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas Pelayanan, Rekomendasi, Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pembangunan Skala Dasar di Wilayah Kelurahan Winongo;
2. Kesadaran Hukum Masyarakat, mengandung arti Kelurahan Winongo selalu melibatkan masyarakat seluruh komponen masyarakat untuk aktif berperan serta dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di wilayah Kelurahan. Masyarakat bertanggung jawab mewujudkan ketertiban umum guna mewujudkan ketentraman di wilayah Kelurahan guna mempercepat Menuju Tujuan Madiun Sejahtera.

3. Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan, bahwa Aparatur Kelurahan Winongo mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan Partisipasi masyarakat yakni menjadikan Masyarakat sebagai Subyek bukan Obyek pembangunan dalam mempercepat Menuju Tujuan Madiun Sejahtera.

b.  Misi

Sedangkan  Misi  Kelurahan Winongo adalah :

1. Mewujudkan pelayanan prima dengan didukung Aparatur Pemerintahan yang jujur, bersih dan sarana prasarana yang memadai ;

2. Mewujudkan kesadaran masyarakat tentang hukum ;

3. Mewujudkan partisipasi dan koordinasi kelembagaan.

Selanjutnya dalam rangka mendukung terciptanya visi dan misi tersebut, harus adanya tujuan dan sasaran yang tepat. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kelurahan Winongo telah terealisasi ke dalam tugas-tugas pokok dan fungsi pegawai Kelurahan yang diwujudkan dalam program-program kegiatan setahun, dimana adanya tugas-tugas dan kegiatan tersebut yang dilaksanakan secara rutinitas dan periodik.

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Kelurahan Winongo Kota Madiun sesuai dengan penjabaran dari Visi dan Misi yang sudah diterapkan, sebagai berikut :
Misi 1
: Mewujudkan pelayanan prima yang didukung Aparatur Pemerintahan yang jujur, bersih dan sarana prasarana yang memadai;

Tujuan
: Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat serta peningkatan profesionalisme aparatur; Mewujudkan Sistem Pengelolaan Aset Daerah yang Profesional.
Sasaran
: Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan dan kelurahan; Terwujudnya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur; Meningkatnya tertib administrasi di Kelurahan; Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana; Terwujudnya Pengelolaan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel.
Misi 2
: Mewujudkan Kesadaran masyarakat tentang Hukum

Tujuan
: Meningkatkan ketentraman dan kenyamanan bagi masyarakat.

Sasaran
: Terwujudnya Kesadaran masyarakat tentang hukum.
Misi 3
: Mewujudkan partisipasi dan koordinasi kelembagaan

Tujuan
: Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Sasaran
: Terwujudnya    peningkatan   Partisipasi   masyarakat   dalam   proses
                   Perencanaan pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pengawasan pembangunan.

c.  Motto

Motto Kelurahan Winongo Kota Madiun adalah :

”Kepuasan adalah Kebanggaan Bagi Kami ”

Sumber daya manusia yang ada di Kelurahan adalah menyangkut keberadaan personil/Perangkat Kelurahan sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu 1 (satu) orang Lurah, 1 (satu) orang Sekretaris , 3 (tiga) orang Kasi, dan 3 (tiga) orang Staf. Sehubungan dengan hal tersebut Perangkat Kelurahan merupakan pelayan masyarakat secara administratif terbentuk dalam organisasi sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan terdiri dari : 
1. Lurah ;

2. Sekretaris Kelurahan ;

3. Seksi Pemerintahan ;

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial ;

5. Seksi  Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
6. Staf Kelurahan






B. STANDAR PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI :

1. Nama Jabatan :

1) Lurah ;

2) Sekretaris Kelurahan ;

3) Seksi Pemerintahan;

4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembanguanan ;

5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;

6) Seksi  Kesejahteraan Sosial ;
B. STANDAR PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI :

1. Nama Jabatan :

7) Lurah ;

8) Sekretaris Kelurahan ;

9) Seksi Pemerintahan;

10) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial ;

11) Seksi Pembangunan,Ketentraman dan Ketertiban Umum ;

2. Tugas Pokok dan Fungsi :

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi jabatan dari Kelurahan seperti yang tercantum dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 disebutkan sebagai berikut :

1.  Lurah 
Lurah Sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Camat dalam :
a. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan ;

b. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat;

c. Melaksanakan pelayanan Masyarakat;

d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;

e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan  umum;

f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh camat.
2. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud  dalam pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
a.
Melakukan penyusunan perencanaan program, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas tugas Kelurahan;
b.
Melakukan kegiatan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Kelurahan yang meliputi pengelolaan administrasii umum, rumah tangga dan kepegawaian ;

c. Malaksanakan pelayanan administrasi pada masyarakat;

d. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengelolan arsip;

e. Melaksanakan urusan rumah tangga, protokoler, Upacara dan rapt dinas;
f.
Melaksanakan urusan tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku;

g.
Melakukan pengolahan dan menyiapkan data pelaporan administrasi kepegawaian;

h.
Melakukan penyiapan data dalam rangka pelayanan rekomendasi mutasi obyek pajak bumi dan bangunan;

i.
Menyiapkan bahan untuk kerperluan penyususunan Rencana Kerja Anggaran;

j. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan pelporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedianasan yang diberikan oleh Lurah.
3.  Seksi Pemerintahan
Seksi Pemerintahan  sebagaimana dimaksud  dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas :
a.
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan apda seksi pemerintahan ;
b. Menyiapkan bahan dalam rangka tugas-tugas di bidang pertanahan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
c. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pelayanann pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
d. Menyaipkan bahan invenatarisasi dan pemutakhiran data aset pemerintah daerah;

e. Menyiapkan bahan pembinaan RT dan RW;

f. Menyiapkan bahan monotoring tanah-tanah negara dan aset pemerintah daerah;

g. Menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan surat pernyataan ahli waris; dan 

h. Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh lurah.
4.  Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial 
     Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial  sebagaimana dimaksud  dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2  mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan  Kesejahteraan Sosial ;

b. Menyiapkan bahan pelayanan administrasi Nikah;

c. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
d. Menyiapkan bahan pemberian Rekomendasi bantuan sosial dan hibah;

e. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan;

f. Menyiapakn bahan koordinasi pembinaan pelestarian seni dan budaya, olah raga, serta pemberdayaan masyarakat;

g. Menyiapkan bahan untuk pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

h. Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh lurah.
5. Seksi Pembangunan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Seksi Pembangunan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebagai dimaksud     dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3  mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pada seksi pembangunan, ketentraman dan ketertiban umum;
b. Menyiapkan bahan pemantauan wilayah dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

c. Menyiapkan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan warga;

e. Menyiapaknn bahan  pembinaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Pos Keamanan Lingkungan;

f. Menyiapkan  pemberian rekomendasi surat keterangan Catatan Kepolisian;

g. Menyiapkan bahan pelayanan  dalam rangka penyelesaian pengaduan masyarakat;
h. Menyiapkan bahan pemantauan dalam pelaksanaan dalam pemberian bantuan pada masyarakat;
i. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan pembangunan;
j. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dalam kebersihan Lingkungan;
k. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan pemanfaatan lahan pekarangan;
l. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;
m.  Melakukan tugas lain  yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Lurah.
Untuk Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun menurut ketentuan Peraturan Walikota Madiun  Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

Kelurahan Winongo dipimpin oleh seorang Lurah dan dibantu oleh Pegawai Kelurahan yang terdiri dari : 1 (satu) orang Sekretaris Kelurahan, 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, serta Seksi Pembangunan, Ketentraman  dan Ketertiban umum  : 

-  Eselonisasi

 Jumlah  Eselon III a


:
-  Orang
 Jumlah  Eselon III b


:
-  Orang
 Jumlah  Eselon IV a


:
1  Orang 
 Jumlah  Eselon IV b


: 
4  Orang
-  Kepangkatan

 Golongan  IV


:
-  Orang

 Golongan  III

:
   6  Orang

 Golongan  II


:
1  Orang

 Golongan  I


:
-  Orang
-  Tingkat  Pendidikan







- Pasca Sarjana ( S2 )

:
-   Orang

- Sarjana ( S1 )/ D3

:         3  Orang

- SMU / SMA

:         5  Orang

- SLTP



 : 
- 
Orang

- SD / MI


:
 -  Orang

-  Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan


 - Diklat  Pimpinan  IV


:
5  Orang

 - Diklat Pimpinan III


:
-  Orang


DAFTAR PEGAWAI KELURAHAN WINONGO
	NO
	NAMA / NIP
	JABATAN
	STATUS
	PANGKAT/ GOLONGAN/ RUANG
	PENDI-DIKAN

	1.
	SUDRADJAT SUDIONO
NIP.19610127 198403 1 009
	LURAH
	PNS
	PENATA TK. I / IIId
	S.1

	2.
	KARIYONO
NIP.19650602 199010 1 002
	SEKEL
	PNS
	PENATA  / IIIc
	SLTA

	3.
	 WAGI,SH
19630305 199703 1 001
	KASI  PEM
	PNS
	PENATA / IIIc
	S.1

	4.
	SITI MULYANI
NIP. 196610624 198003 2 001
	KASI  PEMB. MASY & KESOS
	PNS
	PENATA / IIIc
	SLTA

	5.
	AGUNG WIDODO
NIP. 19641016 199103 1 002
	KASI PEMB & TRANTIB.UM
	PNS
	PENATA  /IIIc
	SLTA

	6.
	DIDIK HARYANTO

NIP.19640404 198603 1 038
	STAF
	PNS
	PENATA / IIIc
	SLTA

	7
	SRI RATNA DJATIKUNTARI
NIP. 19691029 200112 1 004
	STAF
	PNS
	PENGATUR TK. I/ IId
	S1


3.  Dasar  Hukum :

a. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;

b. Peraturan Walikota Madiun Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Walikota kepada Camat dan Lurah.

c. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
d. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.
3. Prosedur Kerja :

Tercantum dalam lampiran berikutnya ( Diagram alir SOP ).

4. Alat  Kerja:

Tercantum dalam lampiran berikutnya ( Diagram Alir SOP ).

5. Waktu Penyelesaian :

Tercantum dalam lampiran berikutnya ( Diagram Alir SOP ).
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